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ABSTRAK

Bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah
merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Perlu
diketahui bahwa tujuan disyariatkan sewa-menyewa (al-ijarah) itu
adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan
hidup. Usaha penyewaan backrop merupakan bagian dari usaha yang
bergerak dibidang sewa-menyewa barang. Setelah beberapa tahun
usaha penyewaan backdrop pada beberapa tempat di Pesawaran telah
mengalami banyak perkembangan dan penambahan alat-alat untuk
melayani kebutuhan masyarakat. Dalam hal sewa menyewa suatu
barang pastilah ada resiko kerusakan yang dapat terjadi, namun pada
kasus kali ini mengenai sistem ganti rugi tidak dijelaskan ketika saat
pembuatan akad berlangsung yang mana sewaktu-waktu bisa saja
terjadi kerusakan atau kehilangan. Dalam pembayaran ganti rugi
dalam Backdrop Ayu tidak menetapakan waktu pembayaran ganti rugi
tersebut.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
sistem ganti rugi akibat kerusakan dalam sewa menyewa backdrop
yang ada pada Backdrop Ayu Desa Hanura Kabupaten Pesawaran?
dan bagaimana tinjauan hukum_Islam terhadap ganti rugi akibat
kerusakan dalam sewa menyewa backdrop yang ada pada Backdrop
Ayu -Desa Hanura Kabupaten Pesawaran? Adapun tujuan dari
penelitian“ini-adalah untuk mengetahui bagaimana.sistem ganti rugi
akibat kerusakandalam sewa menyewa backdrop yang ada pada
Backdrop Ayu Desa’ Hanura ‘Kabupaten Pesawaran dan untuk
mengetahui tinjauan hukum islam terhadap ganti rugi akibat
kerusakan dalam sewa menyewa backdrop yang ada pada Backdrop
Ayu Desa Hanura Kabupaten Pesawaran. Kemudian untuk jenis
penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian lapangan (field
research).Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriftif normatif.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan
melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada para
responden, yaitu pemilik dan penyewa backdrop Ayu. Berdasarkan
hasil penelitian bahwa sistem ganti rugi akibat kerusakan dalam sewa
menyewa backdrop pada Backdrop Ayu terjadi karena terdapat
barang-barang backdrop yang mengalami kerusakan setelah



pengembalian barang oleh penyewa kepada pemilik usaha Backdrop
Ayu dapat dibayar kapan saja tetapi tetap saja pemilik Backdrop
memberikan jangka waktu sekitar 2 bulan kepada penyewa, untuk
menghindari penyewa yang tidak bertanggung jawab, sedangkan
tinjauan hukum Islam tentang ganti rugi akibat kerusakan dalam sewa
menyewa backdrop pada Backdrop Ayu belum sesuai dengan syariah
Islam terkait dengan ujrah (uang sewa) atau dalam hal ini uang ganti
rugi yang harus dibayar ketika terdapat barang yang mengalami
kerusakan tidak dijelaskan dalam akad awal.

Kata Kunci : Sewa menyewa, Ganti rugi, Backdrop
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan dan pengertian yang terkandung dalam judul
perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan
persepsi dalam memahami proposal ini. Untuk memperjelas arah
pembahasan skripsi ini membatasi hanya pada “Tinjauan Hukum
Islam Tentang Ganti Rugi Akibat Kerusakan Dalam Sewa
Menyewa Backdrop” (Studi Pada Backdrop Ayu Desa Hanura
Kabupaten Pesawaran). Kata-kata penting perlu dikemukakan
agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan
pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

a. Tinjauan vyaitu hasil maninjau pandangan pendapat
(sesudah,menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).

b. 'Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu
Allah dan sunah rassul, tentang tingkah laku manusia mukallaf
yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragam Islam.
Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh
Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.
Merupakan “tuntunan dan tuntunan, tata _aturan yang harus
ditaati dan__diikuti - oleh manusia__sebagai perwujudan
pengalaman Al-Qur’an dan As-Sunnah serta ijma sahabat.
Atau dapat disebut juga hukum islam adalah syariat yang
berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya
yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang
berhubungan dengan kepercayaan (agidah) maupun hukum-
hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang
dilakukan oleh umat muslim.?

! Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakart
a:Gramedia,2011), H.1486

2 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Figh (Bandung, Pustaka Setia,2009),
H.51
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. Tinjauan Hukum Islam vyaitu hasil meninjau, pandangan,
pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya
sekumpulan  ketetapan hukum kemaslahatan mengenai
perbuatan hamba yang terkandung sumber Al-Qur’an dan
Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.’

d. Ganti Rugi Kerusakan adalah uang yang diberikan sebagai
pengganti kerugian perihal rusak, menderita kerusakan.* Dalam
hal ini ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen Backdrop Ayu
Desa Hanura Blok A, Kabupaten Pesawaran.

@D

. Sewa menyewa menurut ulama malikiyah dan hanabillah adalah
pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu
tertentu dengan imbalan.’

=h

Backdrop memiliki arti sebagai latar belakang yang digunakan
untuk memperindah sebuah ruangan.®

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa judul yang
dimaksud dalam skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang
Ganti Rugi Akibat Kerusakan dalam Sewa Menyewa Backdrop
yang ada pada Backdrop Ayu Desa Hanura Kabupaten Pesawaran.

B. “Latar Belakang Masalah

ljab "adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi
perikatan yanggdiinginkan, sedangkan gabul adalah pernyataan
pihak kedua untuk menerimanya. Dari uraian tersebut dapat
dipahami bahwa setiap, akad (persetujuan) mencakup tiga tahap
yaitu perjanjian, persetujuan kedua belah pihak, dan perikatan.
Allah SWT telah memberikan kemudahan yang salah satunya
adalah kebebasan dalam bermuamalah kecuali ada dalil yang
mengharamkannya, Islam juga merupakan ajaran universal yang

3Bunyana Shalihin, Kaidah Hukum Islam, (Yogyakarta: Kreasi Total Media,
2016), 11.

*Ibid., 1193.

> M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,(Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004).227.

® Online, Tersedia Di Https://Kursusdesaingrafis.Com.Pengertian Backdrop
Dan Kegunaannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Diakses Pada 29 Oktober 2021.
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mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik laki-laki maupun
perempuan dan mengajarkan manusia agar selalu berhubungan
baik dan bertransaksi antara satu dan lainnya.

Bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah
mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam
Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau
boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh syara’ berdasarkan ayat Alquran dan hadis Nabi. Perlu
diketahui bahwa tujuan disyariatkan sewa-menyewa (al-ijarah) itu
adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan
hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat
bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau
keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al-ijarah
keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak
saling mendapatkan manfaat.

Islam hanya memberi aturan usaha secara garis besarnya
saja, yaitu agar dibuatlah suatu perjanjian antara kedua belah
pihak, sebab hal tersebut merupakan salah satu bentuk muamalah
yang harus dilaksanakan dengan suatu perjanjian,..dalam
mengadakan perjanjian ini sangat diperlukan untuk memenunhi
kebutuhan manusia,“agar tidak terjadi kesalahpahaman antara
pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila dalam perjanjian secara
hukum Islam terdapat suatu kerusakan-yang dapat merugikan
salah satu pihak'yangsmelakukan perjanjian."Maka dari kerusakan
tersebut dapat dikenakan biaya ganti rugi secara hukum Islam
yang ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:
43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (ta'wid). Bahwa
dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN
memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (ta 'wid)
untuk dijadikan pedoman.

Masyarakat di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran mulai
merasakan bahwa usaha penyewaan merupakan salah satu solusi
yang sangat efektif dan efisien untuk mendorong manusia supaya
berusaha dan berkarya agar dapat memberikan kemanfaatan pada
manusia lainnya. Usaha penyewaan backdrop dalam menjalankan



kegiatan roda ekonominya melibatkan banyak karyawan; mulai
dari memasang, mengangkut sampai membantu mendesain lokasi
yang pas dan cocok untuk dipasang pada tempat pihak penyewa.

Di sisi lain, usaha ini juga menjadi sarana dalam sektor
perekonomian karena dapat juga dikatakan sebagai salah satu cara
dalam mengurangi angka pengangguran yang disebabkan oleh
dampak melemahnya perekonomian yang melanda di beberapa
negara yang ada di dunia (krisis global) khususnya bangsa
Indonesia sendiri. Usaha penyewaan backdrop merupakan bagian
dari usaha yang bergerak di dalam bidang sewa-menyewa barang.

Setelah beberapa tahun usaha penyewaan backdrop pada
beberapa tempat di Pesawaran telah mengalami banyak
perkembangan dan penambahan alat-alat untuk melayani
kebutuhan masyarakat; antara lain tenda, meja, kursi, pentas, serta
juga menyediakan beragam bentuk desain tenda dan juga memiliki
beragam macam warna kain hias tenda yang disewakan oleh
pemiliknya. Pihak penyewa dapat memilih serta menikmati
berbagai macam alat-alat yang diperlukan dengan keinginan
mereka sesuai dengan harga yang sudah ditawarkan.

Dalam hal pembayaran pihak pemilik memberikan pilihan
kepada pihak penyewa apakah ingin membayar tunai atau Kkredit
berdasarkan-kesepakatan di antara kedua belah_pihak, bahkan
pihak penyewa diperbolehkan meminjam terlebih dahulu tanpa
memakai uang muka, tetapi dengani ketentuan pihak penyewa
tersebut memang sudah saling mengenal dengan pemiliknya.

Biasanya sering dilakukan oleh warga setempat yang
dekat dengan lokasi usaha penyewaan tersebut. Dari beberapa
masalah yang sering terjadi, misalnya pada saat pengembalian
barang sewaan yang disewa oleh pihak penyewa tidak sesuai
dengan jumlah ketika akad berlangsung diakibatkan adanya objek
sewa yang mengalami kerusakan atau kehilangan. Contoh kasus
yang terjadi, pada saat itu pihak penyewa menyewa backdrop
mengembalikan objek yang disewa, ketika sudah diantar ke tempat
lokasi penyewa, tanpa sengaja lampu hiasan backdrop tidak
berfungsi atau pada permasalahan lain lampu backdrop
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dipecahkan oleh anak-anak tanpa sengaja ketika mengebalikan
kepada pemilik backdrop.

Pihak pemilik menuntut ganti rugi kepada pihak penyewa
atas lampu backdrop yang dipecahkan oleh anak-anak tersebut.
Pihak penyewa pasti merasa sedikit dirugikan karena lampu hiasan
tersebut sudah lama digunakan oleh pihak pemilik untuk
disewakan di berbagai tempat dan yang pasti lampu hiasan
tersebut sudah agak kusam. Mengenai sistem ganti rugi tidak
dijelaskan ketika saat pembuatan akad berlangsung yang mana
sewaktu-waktu bisa saja terjadi kerusakan atau kehilangan, namun
sering kali yang dituntut untuk bertanggung jawab atas kerusakan
atau kehilangan objek sewa itu adalah pihak penyewa, di mana
pihak penyewa harus mengganti dengan barang baru atau
membayar uang ganti rugi atas kerusakan objek sewa tersebut.
Dalam pembayaran ganti rugi dalam backdrop Ayu tidak
menetapakan waktu pembayaran ganti rugi tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, belum ada penulis
sebelumnya yang mengkaji tentang masalah yang ada pada usaha
penyewaan backdrop tersebut. Dalam hal ini permasalahannya
terkait ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen Backdrop Ayu, JI.
Hanura Blok A, Kabupaten Pesawaran. Permasalahan ganti rugi ini
diakibatkan kerusakan barang yang tidak tertuang dalam perjanjian
sebelum menyewa barang di Backrop Ayu. Dalam permasalahan
ini penulis bermaksudsmembahas atau'mengadakan penelitian dan
hasilnya akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam tentang Ganti Rugi Akibat Kerusakan dalam Sewa
Menyewa Backdrop yang ada pada Backdrop Ayu di Kabupaten
Pesawaran”.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu lahan spesifik yang akan dibahas
dalam penelitian ini. Melalui fokus penelitian ini dapat ditentukan
secara jelas pokok permasalahan yang menjadi konteks
pembahasan sehingga bisa dipilih-pilih dan tidak terlalu
memberikan penjelasan yang keluar dari pembahasan yang sedang



dikaji. Fokus penelitian pada skripsi ini ialah mengkaji tentang
ganti rugi akibat kerusakan dalam sewa menyewa backdrop pada
backdrop Ayu di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem ganti rugi akibat kerusakan dalam sewa
menyewa backdrop pada Backdrop Ayu Desa Hanura
Kabupaten Pesawaran?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi akibat
kerusakan dalam sewa menyewa backdrop pada Backdrop
Ayu Desa Hanura Kabupaten Pesawaran?

. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau
sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas.apa
yang “harus dilakukan dalam penelitian. Adapun dari“tujuan
penelitian ini adalah:

1. Untuk=mengetahui ganti rugi akibat kerusakan-dalam sewa
menyewa backdrop pada Backdrop__Ayu Desa Hanura
Kabupaten Pesawaran:

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi
akibat kerusakan dalam sewa menyewa backdrop pada
Backdrop Ayu Desa Hanura Kabupaten Pesawaran.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi Iimiah di bidang Ekonomi Islam khususnya
pada bidang Muamalah;
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2. Menjadi telaah bagi siapa saja terkait dengan ganti rugi akibat
kerusakan dalam sewa menyewa backdrop ditinjau dari
Hukum Islam;

3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adanya dilakukan tinjauan pustaka ini dengan tujuan untuk
menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian. Terdapat
beberapa penelitian terdahulu mengenai praktik sewa menyewa
tetapi subtansinya tidak sama, di antaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Nur (2019) yang
berjudul “Analisis Praktik Sewa Menyewa Lapak Dalam
Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh
mahasiswa Universitas Islam Negeri An-Raniry Banda Aceh
dalam rangka mengambil gelar strata 1 pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menarik pada permasalahan
mengenai kepemilikan area umum yang menjadi objek transaksi
sewa-menyewa sebagaimana yang terjadi di pinggir sekitaran'jln.
Utama Ruko, sebagaimana dalam konsep ekonomi Islam bahwa
suatu barang hanya‘dapat dipindahkan haknya apabila _memiliki
secara.sempurna barang tersebut. ’

Penelitiany,yang dilakukan Rendi-Aditia (2018), dalam
skripsi yang berjudul “Tinjauan ‘Hukum Islam Tentang Praktik
Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen di Desa
Gunung Sugi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat”.
Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka
mengambil strata 1 program studi muamalah. Dalam penelitian ini
menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian
tersebut membahas mengenai praktik sewa meyewa tanah yang
sering dilakukan masyarakat di Desa tersebut dengan

"Fauzan nur, “Analisis Praktik Sewa Menyewa Lapak Dalam Perspektif
Hukum Islam” (Skripsi UIN An-Raniry Banda Aceh Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, 2019), vi.



menggunakan sistem panen yang merugikan salah satu pihak
karena sistem tersebut tidak ada kejelasan, apabila terjadi bencana
dan kerugian hal tersebut menjadi tanggung jawab kedua belah
pihak.?

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hanafi Zakaria
(2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik
Sewa Menyewa Tanah Dalam Produksi Batu Bata Di Desa
Karang Duren Kecamatan Kebon Arum Kabupaten Klaten”.
Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam
Negeri Salatiga dalam rangka mengambil gelar strata 1 pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menarik pada
permasalahan sewa menyewa tanah di Desa Karang Duren terjadi
karena kebutuhan pembuat batu bata untuk produksi sedangkan
pemilik tanah yang tidak memiliki waktu untuk mengelola
tanahnya sendiri. Dalam prakteknya sewa menyewa ini
mengalami penyimpangan, dimana pihak penyewa mengambil
material tanah untuk bahan baku pembuatan tanah, sedangkan
pada hakikatnya sewa menyewa adalah jual beli atas manfaat
suatu objek tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan (objek
akad .tidak boleh rusak/berkurangszatnya). Penelitian tentang
terjadinya akad sewa menyewa tanah .di Desa Karang Duren
Kecamatan Kebon Arum Kabupaten Klaten dalam produksi batu
bata ini ditujukan pada kedua belah pihak yang melakukan
perjanjian dan akadayang membangun terjadinyaperjanjian ini.’

Dari beberapa penelitian terdahulu, setelah mengamati,
kajian secara spesifik dan komprehensif terdapat persamaan dan
perbedaan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas
masalah sewa menyewa sedangkan perbedaannya yaitu terletak
pada objek permasalahan yang akan dibahas, di mana dalam
penelitian yang sedang diteliti peneliti membahas tentang ganti

8 Rendi Aditia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa
Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen di Desa Gunung Sugi Kecamatan Batu Brak
Kabupaten Lampung Barat”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018), 3.

®Baharudin Muhammad Hasan, “Praktik Perjanjian Menyewa Rumah Toko
(Ruko) Secara Lisan di Kota Palangka Raya Ditinjau dari Hukum Perdata” (Skripsi
IAIN Salatiga Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2017), v.
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rugi akibat kerusakan dalam sewa menyewa backdrop pada
Backdrop Ayu Desa Hanura Kabupaten Pesawaran.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian  adalah tata cara bagaimana suatu
penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali
dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal
ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat
sulit untuk dibedakan.™

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis
dengan mengkat data yang ada di lapangan.'* Penelitian ini
dilakukan dilapangan atau pada responden, yakni Backdrop
Ayu yang ada di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran.
Alasannya, Peneliti menggunakan lingkungan alamiah sebagai
sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu
situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif.
Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari
situasi. Studi dilakukan ‘pada waktu interaksi berlangsung di
tempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya,
menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa
yang terjadi‘saatvitu. Hasil-hasilsyang diperoleh pada saat itu
segera disusun saat'itu pula.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu
metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat
deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan
objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta

Oywinda Nurlaili Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan
Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 64/PUU-X/2012)”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syari’ah
(Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), 13.

Ysyharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Tarsoto: Bandung, 1995), 58.
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hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena
tertentu.? Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang
bagaimana sistem ganti rugi akibat kerusakan dalam sewa
menyewa backdrop. Analisis yaitu suatu proses mengatur
urutan data, mengorganisasikannya kesuatu pola, katagori,
dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan uraian dasar
yang kemudian melakukan memahami, menafsirkan, dan
interpretasi data.

Berdasarkan penjelasan dapat dipahami bahwa yang
dimaksud dengan deskriptif analisis yaitu metode yang
menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif
mengenai, fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara
unsur-unsur yang ada kemudian melakukan uraian dasar dan
melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data. Dalam hal
ini menganalisis sistem ganti rugi yang terjadi akibat kerusakan
barang saat menyewa Backdrop Ayu.

3. Sumber Data

Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk
dihimpun dan diolah, dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

a. »Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
subyek <penelitian,.dengan mengenakan—alat pengukuran
atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai
sumber informasi yang dicari.”* Adapun yang menjadi
sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang
diperoleh dari tempat yang menjadi obyek penelitian, yaitu
pemilik backdrop Ayu dan konsumen yang melakukan
ganti rugi akibat kerusakan dalam sewa menyewa
backdrop. Dalam hal ini data primer berupa hasil
wawancara, observasi dan dokumentasi.

2K aelan M. S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta :

Paradigma, 2005), 58.

91.

¥saifuddin  Azwar,MetodePenelitian (Y ogyakarta:PustakaPelajar, 1999),
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b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data
penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung
melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak
lain).** Atau penelitian yang datanya diperoleh dari sumber-
sumber bacaan.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
seperti kamus hukum dan ensiklopedi.®

4. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau
individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan
lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi
dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan
sebagainya.® Dalam hal ini populasinya adalah 10 orang
penyewa yang mengalami kerugian akibat kerusakan yang
terjadi di Backdrop Ayu dan 4 orang karyawan di Backdrop
Ayu. Sampel dalam penelitian ini yaitu wakil yang dipilih
dalam populasi, 5rorang yang mengalami kerugian dan 2
orang karyawan di Backdrop Ayu.

5."“Metode Pengumpulan Data

a. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan
pengodeanserangkaian -perilaku dan suasana Yyang
berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan
tujuan-tujuan empiris. Dalam penelitian ini data yang
diperoleh dengan cara melihat di lapangan terhadap
penyewa yang mengalami kerugian akibat kerusakan yang
terjadi di Backdrop Ayu.

4Sunardi Nur, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal

(Jakarta:Bumi Aksara, 2011), 76.
Bwinda Nurlaili Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan

Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 64/PUU-X/2012)”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syari’ah
(Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), 15.

®sysiadi, Metode Penelitian (Bandar Lampung: Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung, 2014), 8.
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b.

Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data
dengan  mengajukan  pertanyaan  langsung  oleh
pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban
responden dicatat dan direkam.'” Teknik wawancara yang
digunakan dalam penelitian ini: Teknik wawancara
berstruktur, yaitu di mana pewawancara menggunakan
daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan
wawancara. Pelaksanaan wawancara dilakukan peneliti
secara langsung pada Backdrop Ayu Desa Hanura
Kabupaten Pesawaran.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak
langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.
Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat
pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam
pekerjaan dan dokumen lainnya.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

a.

Edit Data (Editing)

Edit data adalah, pengecekan atau pengoreksian data
yang telah dikumpulkan;“karena“kemungkinan data yang
masuk (raw data) atau terkumpul-tidak legis dan
meragukan. Tujuan. editing adalah untuk menghilangkan
kesalahan-kesalahan ~ yang terdapat pada pencatatan
dilapangan dan bersifat korekst, sehingga kekurangannya
dapat dilengkapi atau diperbaiki.

Sistematika Data (Sistematizing)

Sitematika data yaitu menempatkan data menurut
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian

ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu penyewa yang
mengalami kerugian akibat kerusakan yang terjadi di

TIpid.,107.
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Backdrop Ayu. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan
mengetahui bentuk ganti rugi yang dilakukan penyewa yang
mengalami kerugian akibat kerusakan sewa menyewa di
Backdrop Ayu. Tujuannya dapat dilihat dari hukum Islam,
yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk
ganti rugi yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar tidak ada
sengketa yang ditimbulkan akibat kerusakan yang terjadi.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan induktif, yaitu “metode yang mempelajari suatu
gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah di
lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang
diselidiki”.'* Metode ini digunakan dalam membuat
kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan
bentuk ganti rugi penyewa yang mengalami kerugian akibat
kerusakan saat sewa menyewa yang terjadi di Backdrop Ayu.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi
dalam beberapa bab: Masing-masing bab terdiri atas'beberapa
sub bab guna lebihzmemperjelas ruang lingkup dan cakupan
permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan.tata letak
masing-masingbab serta pokok. pembahasannya adalah
sebagai berikut:

BAB | : Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul,
latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian
penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

BAB Il : Kajian Teori, terdiri dari teori-teori yang
digunakan. Fungsi Bab Il adalah memaparkan aspek-aspek
teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan juga
sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka

83 trisnoHadi, Metode Research,
(Yogyakarta: YayasanPenerbitFakultasPsikologi UGM, 1981), h. 36.
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pemikiran penelitian dalam memunculkan konteks penelitian
yang diteliti.

BAB 11l : Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang
gambaran umum objek penelitian. Fungsi dari Bab Il adalah
sebagai gambaran terkait pendeskripsian hasil penelitian yang
diperoleh. Pendeskripsian yang dilakukan menyangkut data
hasil penelitian, seperti gambaran lokasi penelitian dan data-
data mengenai responden.

BAB 1V : Analisis Data, berisi tentang analisis peneliti
terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab Il
dan merujuk teori pada Bab Il. Analisis data tersebut
membahas mengenai rumusan masalah serta pertanyaan dari
penelitian yang dilakukan, atau dengan kata lain berisi
mengenai analisa dari permasalahan yang diteliti.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
Fungsi Bab V adalah menyimpulkan hasil penelitian dan
pembahasan pada Bab IV dan memuat saran yang aspeknya
merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.



BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Perjanjian

Secara etimologis perjanjian yang dalam Bahasa Arab
diistilahkan dengan Mu ahadah Ittifa’, atau Akad atau kontrak
yang dapat diartikan sebagai “Perjanjian atau persetujuan
adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”. !

Dalam Al-Qur’an setidaknya dikenal ada dua macam
istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata al-aqda
(akad) dan al-ahdu (janji). Al-Qur’an memakai kata pertama
dalam arti pembatalan perjanjian, terdapat dalam Q.S Al-
Maidah [5] ayat 1 yang berbunyi :

ZoE o 4 s % LE

PN VR ;,mu PO AP R A

—\

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu,
dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang
dikehendaki-Nya. (QS. Al-Ma’idah [5] : 1)

! Chairuman Pasaribu Suhrawati K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam
(Jakarta: Sjnarv Grafika Offset,1996), 1.

15
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Sedangkan secara terminologi, perjanjian memiliki
beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut:

Menurut pendapat WJS. Poerwadarminta sebagai
yang dikutip oleh Chairuman Pasaribu pengertian perjanjian
adalah “Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat
oleh pihak atau lebih yang mana berjanji akan menanti apa
yang tersebut dipersetujuan itu.”?

Perjanjian menurut Subekti adalah Peristiwa ketika
seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.?.

Rahmat Syafe” i membagi definisi akad kepada
definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum dari akad,
yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang
berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, atau
sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan atas
dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan
definisi khusus dari akad, yaitu perikatan yang ditetapkan
dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang
berdampak pada objeknya.’

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan_Syariah
Pasal langka 13..Undang-Undang dimaksudmenyebutkan
bahwa akadsadalah. kesepakatan tertulissantara Bank Syariah
atau UUS (Unit Usaha Syari’ah) dan pihak lain yang memuat
adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai
dengan prinsip syari’ah. °

Menurut para ahli Hukum Islam (jumhur ulama), kata
akad didefinisikan sebagai “Pertalian antara ijab dan qabul
yang di benarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat

? Ibid., 3

®R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Pembimbing Masa, 1980), 26.

* Abdul Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi,
dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) Ed. Pertama,
Cet. Ke-1, 33.

®> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syari’ah, 421.
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hukum terhadap objeknya.”® Ulama Mazhab dari kalangan
Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad
sebagai suatu perikatan atau perjanjian. lbnu Tamiyah
mengatakan yang dikutip oleh Wawan, akad adalah setiap
perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang
berkaitan dengan aktifitas perdagangan, perwakafan, hibah,
perkawinan, dan pembebasan. ’

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan
bahwa perjanjian atau akad adalah perjanjian yang dilakukan
olen dua belah pihak yang bertujuan untuk saling
mengikatkan diri satu sama lainnya, dengan diwujudkan
dalam ijab dan gabul yang objeknya sesuai dengan syari’ah,
dengan pengertian lain bahwa perjanian tersebut berlandaskan
keridhaan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua belah
pihak terhadap objek vyang diperjanjikan dan tidak
bertentangan dengan prinsip syari’ah. Dengan demikian akad
atau perjanjian akan menimbulkan ‘kewajiban prestasi pada
suatu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut.®

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Definisi akad tersebut mengindikasikan ~bahwa
perjanjian harus. merupakan perjanjian kedua belah pihak
untuk mengikat,diri tentang perbuatantyang akan dilakukan
dalam suatu hal“yang khusus: Adapun mengandung unsur-
unsur sebagai berikut :

a) Akad diwujudkan dalam ijab dan gabul. ljab adalah
pernyataan pertama dalam suatu akad yang menunjukkan
kehendak untuk melakukan akad. Sedangkan gabul adalah
menerima artinya pihak kedua menerima atau menyetujui
kehendak pihak pertama untuk melakukan akad. ljab dan

® Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 43-44.

7 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar
Grafika, 2005), 45-46.

& Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan
dalam Islam), (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 243.



gabul ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela
timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh
kedua pihak yang bersangkutan.

b) Akad sesuai dengan kehendak syariah, artinya bahwa
seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah
pihak atau lebih, (baik dari objek perjanjian, aktivitas
yang dilakukan, dan tujuan) dianggap sah apabila sesuai
atau sejalan dengan ketentuan hukum Islam

¢) Adanya objek hukum pada perikatan, yaitu terjadinya
pemindahan pemikiran atau pengalihan kemanfaatan dari
satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang
menyatakan gabul). Akad merupakan salah satu dari
tindakan hukum (tasharruf). Adanya akad menimbulkan
akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan
oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak
dan kewajiban yang mengikat para pihak.’

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian
Secara umum yang menjadi Syarat sahnya perjanjian adalah :
a) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh
para pihakmitu, bukanlah -perbuatansyang bertentangan
dengan hukum™atau perbuatanyang melawan hukum
syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan
ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan
sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak
untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut,
atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian
merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum
syari’ah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya
batal demi hukum.

° Gemala Dewi, Hukum Perjanjian dalam Islam...., 48.
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b) Harus sama-sama rida dan ada pilihan.

Maksud perjanjian yang diadaan oleh para pihak
haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah
pihak, yaitu masing-masing pihak rida atau rela tentang
isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus
merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam
hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang
satu kepada pihak lainnya dengan sendirinya perjanjian
yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila
tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak
yang mengadakan perjanjian.

c) Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak
harus terus terang tentang apa yang menjadi isi perjajian,
sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman
di antara para pihak tentang apa yang telah mereka
perjanjikan di kemudian hari. Dengan demikian pada saat
pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing
pihak yang 5. mengadakan perjanjian = atal yang
mengikatkan, diri dalam perjanjian haruslah- mempunyai
interprestasi yang sama tentang apa yang telah’ mereka
perjanjikan, baik terhadap isi- maupun=“akibat yang
ditimbulkan oleh perjanjian itu.*

4. Keabsahan Perjanjian

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat
olen dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-
masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan
kewajiban yang diwujudkan olek akad,dalam ajaran Islam
untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi rukun dan syarat
dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus
dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan
syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa

' Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 43-44.
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dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah ijab dan
gabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut
subjek dan objek dari suatu perjanjian. Menurut ahli hukum
Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada
empat, yaitu :

2)

b)

Para pihak yang berakad (al-Agidain)

Para pihak yang berjanji dua orang atau lebih
yang melakukan akad adalah pihak yang secara langsung
terlibat dalam perjanjian. Pihak yang berjanji atau
berakad dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk
melakukan akad dan mempunyai kecakapan dalam
tindakan hukum sehingga akad tersebut dianggap sah.

Dalam istilah figh harus mukallaf dengan arti lain
orang yang hendak melakukan perjanjian tersebut sudah
dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh
karena itu, selain dilihat dari tahapan kedewasaan
seseorang, dalam suatu akad, kondisi psikologis
seseorang perlu juga diperhatikan untuk mencapai sahnya
suatu akad. Subjek perjanjian haruslah berakal ssehat
artinya tidak sedang mengalami. gangguan jiwa, atau gila
terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena.masih
dubawah umur, sehingga mampu bertanggung+jawab atas
perbuatan.yang dialaminya.

Objek Akad (Ma’qud ‘Alaih)

Objek akad atau perjanjian adalah sesuatu atau
benda-benda yang dijadikan objek akad dan dikenakan
padanya akibat hukum yang ditumbulkan. Bentuk objek
akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan
rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.

Kesepakatan untuk mengikat diri (Sighat al-aqd)

Sighat al-aqd adalah cara bagaimana pernyataan
pengikatan diri itu dilakukan. Pernyataan untuk mengikat
diri (sighat al-aqd) menjadi sesuatu yang penting dalam
rukun dan akad. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui
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tujuan, jenis akad dan sasaran yang dikehendaki oleh para
pihak.

Bagi ulama Hanafiyah rukun akad sebenarnya
hanya satu yaitu sighat al-aqd (ijab dan gabul) sedangkan
pihak-pihak yang berakad dan objek akad dimasukkan
kepada syarat-syarat akad, karena dalam pandangan
ulama Hanafiyah yang dikatakan rukun adalah sesuatu
esensi yang berada dalam akad itu sendiri sedangkan
pihak-pihak yang berakad dan objek akad berada diluar
esensi akad.

ljab adalah pernyataan pihak pertama mengenai
isi perjanjin yang diinginkan (offering), sedangkan gabul
adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya
(acceptance). ljab dan gabul dapat diwujudkan dengan
ucapan lisan maupun tulisan. Sedangkan isyarat dapat
dilakukan sebagai sighat hanya oleh mereka yang tidak
mampu berbicara atau menulis. Maka akad dalam bentuk
perkataan adalah berupa sighat atau ucapan. Hal ini yang
paling banyak digunakan sebab paling mudah digunakan
dan cepat dipahami. Tentu saja kedua belah pihak bisa
mengerti ucapan’ masing-masing serta menunjukkan
keridhaannya."*

d) TujuanAkad (Mau dhu ul’Aqd)

Tujuanakad merupakan salah satu bagian penting
dari rukun akad. Yang dimaksud dengan mau 'dhu ul’aqd
adalah tujuan utama kenapa ditentukan adanya akad.
Dalam hukum postif yang menentukan tujuan ini adalah
undang-undang itu sendiri, sedangkan dalam syariah
Islam, yang menentukan tujuan akad adalah yang
memberikan syara’, yaitu Allah SWT. Menurut ulama
figh, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan
kehendak syara’, sehingga apabila tujuannya bertentangan
dengan syara’ maka berakibat pada ketidakabsahan akibat
hukum. Mengenai tujuan akad ini Ahmad Azhar Basyir

! Gemala Dewi, Hukum Perjanjian dalam Islam. ..., 54-56.
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yang dikutip oleh Gemala Dewi, mengemukakan bahwa
tujuan suatu akad harus jelas dan dibenarkan oleh syara’,
serta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah
ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad
yang diadakan.

2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya
pelaksanaan akad, dan

3) Tujuan akad harus dibenarkan syara’.*?

5. Asas-asas Hukum Perjanjian

Para pihak harus memperhatikan asas-asas perjanjian

dalam hal pembuatan perjanjian dimana asas-asas ini
berpengaruh terhadap suatu akad. Apabila asas-asas tersebut
tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak
sah akad/perjanjian yang dibuat. Adapun asas-asas. itu yang
harus diperhatikan dalam membuat akad/perjanjian adalah
Sebagai berikut :

a)

b)

Asas ilahiah

Asas ilahiah atau asas tauhid-adalah asas utama
yang mendasari setiap perbuatan. manusia, termasuk
kegiatan“muamalah, yakni perbuatanperjanjian. Setiap
tingkah laku dan perbuatan "manusia tidak luput dari
ketentuan Allah SWT.

Asas Kebebasan (Al-Hururiyah)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum
perjanjian Islam, dalam artian para pihak yang melakukan
akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian
(freedom of making contract), baik dari segi yang
diperjanjikan (objek perjanjian) dan bebas menentukan
dengan siapa ia akan membuat perjanjian maupun
menentukan dengan siapa siapa ia akan membuat

2 pid.,
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perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan
lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila
terjadi sengketa di kemudian hari. Kebebasan menentukan
persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan
dengan ketentuan syariat Islam. Asas ini juga menghindari
semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak
manapun. Adanya unsur paksaan dan pemasungan
kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian,
maka legislates perjanjian yang dilakukan bisa dianggap
meragukan bahkan tidak sah.

Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)

Asas ini mensyaratkan bahwa kedua belah pihak
yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan
(bargaining position) yang sama antara satu dengan yang
lainnya, sehingga dalam menentukan term and concidition
dari suatu = akad/perjanjian setiap pihak mempunyai
kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Asas
persamaan atau kesetaraan  (al-musawah) sering
dinamakan juga asas keseimbangan para pihak..dalam
perjanjian.

Asas Keadilan (Al-Adalah)

Pelaksanaan asas ini.dalam suatu akad/perjanjian
menuntutypara pihak untuk melakukan yang benar dalam
mengungkap kehendak dan Kkeadaan, memenuhi semua
kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan
keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh
mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

Asas Kerelaan/Konsensualisme (Al-Ridhaiyyah)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi
yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-
masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas
dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan,
tekanan dan penipuan.
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9)

h)

Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan
oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk
dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak
diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas
serta sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian itu
sendiri. Selain itu, jika terdapat tidak ada kejujuran dalam
perjanjian, maka akan menimbulkan perselisihan diantara
para pihak. Perjanjian yang didalamnya mengandung
unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk
menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

Asas kemanfaatan (Al-Manfaat)

Asas manfaat maksudnya adalah bahwa akad
yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh
menimbulkan ~kerugian  (mudharat) atau keadaan
memberatkan (musyaggah). Kemanfaatan ini antara lain
berkenaan dengan objek akad, sebab Islam memandang
bahwa tidak semua objek dapat dijadikanobjek ‘akad.
Dengankata lain/barang atau jasa atau usaha yang menjadi
pbjek akad dibenarkan (halal) dan baik (thayyib).

Asas tertulis (Al-Kitabah)

Allah "SWT menganjurkan""kepada manusia
hendaknya suatu™ perjanjian “dilakukan secara tertulis,
dihadiri oleh saksi-saksi, serta suatu benda sebagai
jaminan, karena dalam kepentingan pembuktian dika
dikemudian hari terjadi sengketa. **

Ketentuan Tentang Pembatalan Perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak
mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah
kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam

30.

B Mardani, Hukum Perikatan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 27-
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perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan
perjajian dapat dilakukan apabila :

a) Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya sutu perjanjian selalu didasarkan
kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jamgka
waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai pada
waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis
(langsung tanpa ada perdebatan hukum lain) batalnya
perjanjian yang telah diadakan para pihak

b) Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian.

Apabila salah satu pihak telah melakukan
perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan,
maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.
Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah
satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa
yang telah diperjanjikan

Jika ada kelancangan atau bukti = pengkhianatan
(penipuan)

Apabila ' salah| satu pihak melakukan secara
kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah
satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang
telah _diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat
dapat dibatalkan-oleh pihakiyang lainnya.*

Prosedur Pembatalan Perjanjian

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara :

a)

Telah dahulu kepada pihak yang bersangkutan dalam
perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau
kesepakatan yang telah diikat dan dihentikan (dibatalkan),
hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan
pembatalannya

 Ibid., 34.
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b) Setelah berlalu waktu yang menandai barulah perjanjian
dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu
yang menandai adalah agar pihak yang tersangkut dalam
perjanjian  mempunyai waktu untuk bersiap-siap
menghadapi resiko pembatalan. Dasar pembolehan
tercakup dalam kalimat “Kembalikanlah perjanjian
kepada mereka dengan cara yang baik”, cara yang baik
disini didefinisikan sebagai pemberitahuan dan adanya
tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian
secara total.™®

8. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak

Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu
pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum.
Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya
terjadi karena:

a) Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak
diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak
dapat diperbaiki.

b) Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua
mengalami kebangkrutan atau secara financial tidak dapat
memenuhi kewajibannya.

¢) TidakTagi memiliki lisensi,<kecakapan, atau wewenang
dalam melaksanakan perjanjian.*®

Dalam pembahasan mengenai syarat-syarat sahnya
suatu perjanjian telah disebutkan sebelumnya dikatakan
bahwa apabila suatu syarat objektif tidak dipenuhi maka
perjanjian batal demi hukum, sedangkan tentang syarat
subjektif, perjanjian baru dapat dibatalkan apabila diminta
kepada hakim."’

> R. Subekti, Hukum Perjanjian...., 35.

' Ibid., 36.

Y Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perjanjian
(Bandung: Alumni, 1992), 58.
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Jika pada waktu pembatalan ada kekurangan
mengenai Syarat subjektif, maka sebagaimana diterangkan
sebelumnya bahwa perjanjian itu bukanlah batal demi hukum
tetapi dapat diminta pembatalannya oleh salah satu pihak,
pihak mana adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum.

B. Sewa-Menyewa Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan
dengan “Al-ljarah” bersal dari kata “Al-Ajru” menurut bahasa
artinya adalah “Al-lwadh”.'® Dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu
dengan membayar uang.” Secara terminologi sewa menyewa
adalah memberikan suatu benda kepada orang lain untuk
mengambil manfaatnya dengan ketentuan dengan orang yang
menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran
penggunaan manfaat barang yang dipergunakan.®

1. Ulama Mazhab Maliki menjelaskan bahwa ijarah.adalah
dua kata yang semakna dan searti, hanya saja mereka
mengatur dalam “pemberian“nama dan perjanjian atas
manfaat. manusia dan sebagai barang yang.dipindahkan
seperti bekakas rumah tangga, pakaian, dan bejana serta
semisalnya dengan istilah ijarah.?*

2. Kelompok Hanafiah mengartikan ijarah dengan akad
yang berupa pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda
yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang
disepakati.”

'8 Rosalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 69.

9 \WJS. Poerwadarminto, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, 1976), Cet X, 937.

%% Abd. Rahman Ghazaly, Figh Muamalat (Jakarta: Prenada Media, 2016),
176.

*! Muhammad Zuhaily, Figih Empat Mazhab Jilid IV (Jakarta: Gema Insani,
2010), 170.

% Ibid.,
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3. Menurut Labib Mz yang dimaksud ijarah adalah
memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain
untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah
disepakati bersama oleh orang yang menerima barang
barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran
atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan
dengan beberapa syarat dan rukun tertentu.?

4. Jumhur Ulama Figih berpendapat bahawa ijarah adalah
menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah
manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka
melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya,
airnya, dan lain lain, sebab itu semua itu bukan
manfaatnya melainkan bendanya.**

Berdasakan definisi-definisi di atas, bahwa sewa
menyewa adalah memberikan sesuatu barang atau benda
kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan
perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang
menyewakan dan yang menerima, dimana orang Yyang
menerima barang itu harus memberikan imbalan bayaran
sebagai bayaran atas/penggunaan manfaat atau benda tersebut
dengan rukun dan syarat-syrat tertentu.?

Dasar HukumiSewa Menyewa

Pada dasarnya” hukum dalam bermuamalah dalam
syariat Islam hukum aslinya adalah boleh (mubah), selama
belum ada peraturan yang melarangnya. Sewa-menyewa juga
mempunyai peranan penting bagi kehidupan bermasyarakat,
guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan
antar sesama, serta termasuk salah satu bentuk perilaku tolong
menolong yang dianjurkan dalam agama. Maka dari itu sewa

2006), 39

% Labib Mz, Etika Bisnis Islam dalam Islam (Bintang Usaha Jaya, Surabaya

** Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 12.
% Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Pusat Penelitian dan

Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung JL.Letkol H. Endro Suratmin Sukarame,
2005), 178-179.



29

menyewa boleh dilakukan tetapi bukan dalam hal yang
merugikan atau yang diharamkan oleh agama. Dalam fikih
dasar hukum diperbolehkannya akad sewa menyewa di ambil
dari Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ljma para ulama. Adapun
dasar hukum dalam sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur’an
1) Firman Allah Swt. dalam Surat Al-Bagarah [2] : 233
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“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya
selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan
seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin
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2)

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada
dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu
disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah
dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang
kamu kerjakan.” (QS. Al-Bagarah [2] : 233)

Firman Allah Swt. dalam Surat Al-Qashash [28] : 26-
2
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“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja
(pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling
baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah
dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua
anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku
delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun
maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka
Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya
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Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang
baik”. (QS. Al-Qashash [28] : 26-27)

b. Hadis

B sty 45 ) Ge QB 2 6 DN oK &
(lapl 5 A2l ol oysl Sl Gy SIS oo e
“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar
dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang
kami cara itu dan memerintahkan kami agar
membayarnya dengan uang emas atau perak” (HR.
Riwayat Ahmad dan Abu Daud).*

Makna hadis di atas adalah setiap pelaksanaan
akad sewa menyewa, baik pihak penyewa dan pemberi
sewa harus sama-sama diuntungkan. Pihak penyewa dapat
mengambil manfaat dari barang yang disewa, dan pemberi
sewa mendapat imbalan atau pengganti atas barang yang
disewakan.?

c. Ijma’

Mengenai disyari’atkannya ijarah;“semua ulama
bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang membantah
kesepakatan'ijma’ ini, sekalipun ada beberapa orang
diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran
teknisnya.?

Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma’
bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.
Dengan adanya dasar hukum sewa-menyewa maka hukum
diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena
dasar hukum merupakan sumber penggalian hukum Islam

! Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulughul Maram min Adilatil Ahkam (Jakarta:
Daruun Nasyir al-Misyriyyah, tt.), 34.

2 Abdul Wahid Al-Faizin, Tafsir Ekonomi Kontemporer (Jakarta: Gema
Insani, 2018),, 145.

® Hendi Suhendi, Figh Muamalah...., 117.
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yang utama. Dari beberapa dasar hukum diatas, kiranya
dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan
dalam Islam, karena pada dasarya manusia senantiasa
terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena
itu maka manusia yang satu dengan yang lainnya selalu
terikat dan saling membutuhkan.*

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Kegiatan sewa menyewa memiliki rukun dan syarat sah
dalam pelaksanannya agar terlaksana dengan baik dan benar,
rukun sewa menyewa hampir sama dangan rukun pinjam
meminjam, dan bila salah satu rukun ini tidak terpenuhi maka
batal kegiatan sewa menyewanya.’> Ketetapan rukun sewa
menyewa dan syarat sahnya sewa menyewa Yaitu sebagai
berikut:

a. Rukun ljarah

Rukun merupakan sesuatu pekerjaan yang harus
dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Rukun juga,dapat
dikatakan sebagal sendi atau. dasar untuk melakukan
sesuatu. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang
harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan: Seperti
halnya kegiatan sewa menyewa di-dalam kegiatan sewa
menyewa jugaharus memperhatikan ketentuan dalam
Islam.® Para ulama berpendapat tentang rukun ijarah
secara garis besar, perbedaan ulama itu sebagai berikut :

1) Menurut ulama Hanafi rukun al-ijarah itu hanya satu,
yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan kabul
(persetujuan terhadap sewa-menyewa).

2) Adapun Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hambali
berpendirian bahwa rukun ijarah itu terdiri atas :

*Qomarul Huda, Figih Muamalah (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79
® Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah...., 124.
6 -

Ibid.,
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a) Mu'ajir (pihak yang memberikan ijarah atau
orang yang menyewakan).

b) Musta jir (orang yang membayar ijarah atau orang
yang menyewa).

¢) Al-Ma’qud alaih (adanya objek ijarah)

Ma’qud alaih dijadikan rukun karena
kedua belah pihak agar mengetahui wujud
barangnya, sifat, keadaanya, serta harganya.

d) Ujrah (upah atau imbalan)

e) Sighat (ijab dan gabul), serah terima antara kedua
belah pihak Menurut pendapat Imam Maliki,
Imam Syafi“i dan Imam Hambali, sebagaimana
dikutip dari terjemah figih empat mazhab, barang
siapa yang menyewa sesuatu sewaan dengan cara
yang tidak sah, dan ia terima barang sewaannya,
dan ia pun belum memanfaatkannya. Jika yang
disewanya itu berupa tanah belum ditanami, dan
belum bisa diambil kemanfaatannya sehingga
masa /penyewaanya . telah habis, ia tetap wajib
membayar ‘uang ‘sewanya seperti penyewa
biasanya (secara sah). Demikian juga jika ia
menyewa rumah, lalu- belum didiami, atau
menyewa budak yang belum- dimanfaatkannya.
Sedangkan menurut Imam Hanafi, orang yang
menyewakan tidak berhak atas uang sewaannya
karena barang tersebut belum bisa diambil
manfaatnya.’

b. Syarat ljarah

Syarat adalah suatu ketentuan atau keadaan yang
harus terpenuhi dalam melakukan ibadah atau pekerjaan
atau perbuatan, dan jika syarat tersebut tidak terpenuhi

"Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah. ..., 124.
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maka ibadah atau perbuatan tersebut akan dianggap tidah
sah dan cacat menurut hukum.®

1) Adanya kerelaan dari dua belah pihak.

Dalam hal ini, tidak boleh dilakukan akad
ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas
dasar keterpaksaan dari pihak yang berakad atau
pihak yang lain, sehingga penyelenggara akad ijarah
didasarkan atas kemaua sendiri dengan penuh
kerelaan.

2) Magq ud alaih bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada Maq’'ud alaih
(barang) menghilangkan pertentangan diantara agaid.
Diantara cara untuk mengetahui alaih (barang) adalah
dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu,
atau menjelaskan jenis pekerjaan, jika ijarah itu
pekerjaan atau jasa seseorang.

3) Objek al-ijaran sesuai yang dihalalkan oleh
syara’para ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh
menyewa seseorang umtuk. mengajarkan ilmu-sthir,
menyewa seseorang untuk™ membunuh orang.lain
(pembunuh bayaran), dan orang-Islam tidak boleh
menyewakan - rumah kepada ~non muslim untuk
dijadikan tempat ibadah mereka, menurut objek sewa-
menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat.

4) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang
diakadkan, sehingga mencegah terjadinya
perselisihan. Dengan jalan menyaksikan barang itu
sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika hal ini
dilakukan menjelaskan pekerjaan yang diharamkan.

5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan
kepadanya. Diantara contohnya adalah menyewa
orang untuk sholat fardhu, puasa, haji, dan lain-lain.
Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa sewa-

8Ibid., 125.
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menyewa orang untuk melakukan sholat untuk diri
penyewa dan menyewa oranf belum haji untuk
menggantikan haji penyewa tidaklah sah, karena
sholat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang
disewa.

6) Manfaat maq 'ud alaih sesuai dengan keadaan yang
umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan
jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai
dengan manfaat pohon yang dimaksud dalan ijarah.

7) Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan
secara langsung. Para ulam fikih sepakat menyatakan
bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak
boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh
penyewa. Misalnya, apabila seseorang meyewa
rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya
dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila rumah itu
masih ditangan orang lain, maka akad al-ijarah
berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati
oleh penyewa kedua. Apabila atap rumah itu-bocor
dan sumurnya Kering, sehingga membawa mudarat
bagi penyewa, maka pihak penyewa berhak memilih
apakah akan melanjutkan® akad.“itu  atau
membatalkannya.

8) Pemberian 'upah ataugimbalan dalam ijarah berupa
sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa,
yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang
berlaku dan dilakukan atau kerelaan dan kejujuran.’

Hak dan Kewajiban Mu’jir dan Mu’ajir
Hak penyewa barang, antara lain :
a. Memanfaatkan barang yang disewa.

b. Mendapatkan jaminan akan barang yang disewa.

2012), 28.

® Mardani, Figih Ekonomi Syariah: Figih Muamalah (Jakarta: Kencana,
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c. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang
disewa.™

Kewajiban penyewa barang, antara lain :

a. Menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak
barang yang disewa.

b. Memberikan bayaran atau uang sewaan terhadap barang
yang disewa kepada pihak yang menyewakan.

c. Memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan kedua
belah pihak (yang menyewakan dan yang menyewa)."*

Hak yang menyewakan barang adalah menerima uang
terhadap barang yang disewakan sedangkan kewajiban
penyewa barang adalah melepaskan barang yang disewakan.

Batal atau Berakhirnya Sewa Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan
perjanjian yang lazim membolehkan adanya fasakh pada salah
satu pihak karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali
bila didapati hal-hal .yang . mengakibatkan atau“ yang
mewajibkan fasakh.**" Adapun"* hal-hal - yang dapat
menyebabkan - batal atau berakhirnya perjanjian - sewa
menyewa adalah:

a. Terjadinya aib'(kecacatan) pada barang sewaan.

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi
objek perjanjian sewamenyewa terdapat kerusakan ketika
sedang berada ditangan pihak penyewa. Dalam hal ini
kerusakan diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri,
misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan
peruntukannya, barang sewaanya disalah gunakan, dan
lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang

Ok humaidi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung:

Permatanet.2016), 181.

Y1pid., 182.
2|pid., 173.
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menyewakan dapat memintakan pembatalan kepada pihak
yang menyewa.™

b. Rusaknya barang yang disewa

C.

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek
perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau
rusak sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan
lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya
yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah
rumah, dan ternyata rumah itu terbakar habis, maka
dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat
memintakan pembatalan kepada pihak penyewa.™*

Masa sewa menyewa telah habis

Maksudnya bahwa masa sewa menyewa yang
telah diperjanjikan sebagaimana yang telah disepakati
bersama telah habis,maka dengan sendirinya perjanjian
sewa menyewa telah berakhir (batal).

Adanya uzur

Maksud.uzur disini.adalah suatu halangan/sehingga
perjanjian tidak® mungkin terlaksana sebagaimana
mestinya. Misalnya seseorang yang menyewa toko untuk
berdagang, kemudian barang dagangannya musnah
terbakar atau dirampok orang atau_bangkrut sebelum toko
itu” dipergunakan, maka«dalam hal seperti ini pihak
penyewa dapat memintakan pembatalan perjanjian swa
menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya kepada
pihak yang menyewakan."

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai
kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu
sewa-menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk
menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-
barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya

13 Khumaidi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia...., 183-185.
“Ibid., 185.
Blbid., 186.



karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau
terjadi kehancuran. Rumah sewanya akan berakhir masa
sewanya kalau roboh. Hewan akan berakhir masa
sewanya kalau mati. Demikian juga kendaraan kalau
terjadi tabrakan sampai tidak bermanfaat lagi, maka akan
berakhir masa sewanya. Selama sewa menyewa
berlangsung, maka yang bertanggung jawab memperbaiki
atau mengganti adalah penyewa, dan dalam hal ini tidak
mengakhiri masa sewa. Apabila keadaan barang atau
benda sewaan dijual oleh pemiliknya, maka akad sewa
menyewa tidak berakhir sebelum masa sewa selesai.
Hanya saja penyewa berkewajiban untuk memberitahukan
kepada pemilik baru tentang hak dan masa sewanya.
Demikian halnya kalau terjadi musibah kematian salah
satu pihak, baik penyewa maupun pemilik, maka akad
sewa-menyewa sebelum masa sewa habis akan tetap
berlangsung dan diteruskan oleh ahli warisnya.*®

Akibat hukum dari sewa menyewa adalah jika
sebuah akad sewa-menyewa sudah berlangsung, segala
rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya
pihak yang menyewakan 'memindahkan barang kepada
penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu
masing-masing-mereka halal menggunakan barang yang
pemiliknyardipindahkan tadi dijalansyang.dibenarkan.’

e. Pengembalian Sewaan

Jika ljarah telah berakhir, penyewa berkewajiban
mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat
dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya,
dan jika barang sewaann adalah benda tetap (igar), ia
wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika
barang sewaan itu peralatan alat pesta, maka ia wajib

18 Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 328.
7 Hendi Suhendi, Figih mumalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 322.
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menyerahkan kepada pemiliknya sesuai dengan apa yang
ia sewa.'®

Mazhab Hambali berpendapat, bahwa ketika ljarah
telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan
dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah
terimakannya, seperti titipan.*®

Adapun Kketentuan pengembalian barang objek
sewa menyewa adalah sebagai berikut :

1) Apabila barang yang menjadi objek perjanjian
merupakan barang yang bergerak, maka pihak
penyewa harus mengembalikan barang itu kepada
pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara
menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa
menyewa kendaraan.

2) Apabila  objek sewa menyewa dikualifikasikan
sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa
berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang
menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya
tidak ada harta pihakspenyewa didalamnya, misalnya
dalam perjanjian sewa menyewa rumah.?

Dapat ditambahkan bahwa menurut™ Mazhab
Hambali:* “manakala Ijarah (sewa menyewa) telah
berakhir, penyewa harus mengakat tangannya, dan tidak
ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerah
terimakannya, seperti barang titipan, karena ia merupakan
akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti
mengembalikan dan menyerah terimakannya”.

Pendapat Mazhab Hambali diatas dapat diterima,
sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan
dalam perjanjian sewa menyewa, maka dengan sendirinya
sewa menyewa Yyang telah diikat sebelumnya telah

Bsyamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Rajawali Pers,
2010), 173.

®Ahmad Wajdi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta:Amzah, 2010), 317.

“lpid., 318.
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berakhir, dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum
untuk memutuskan hubungan sewa menyewa, dan dengan
terlewatinya jangka waktu yang diperjanjikan otomatis
hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali
kepada pihak pemilik.?*

f.  Uzur yang Dapat Merusak Akad ljarah

Menurut Hanafiyah, akad ljarah bisa rusak denga
adanya udzur. Apabila ada udzur namun akad tetap
dilanjutkan, maka akad tidak mengikat kedua belah pihak.
Ibnu Abidin mengatakan bahwa setiap ada udzur yang
mengakibatkan tidak terpenuhinya objek akad, atau tetap
dilanjutkan tapi membahayakan, maka akad menjadi
rusak tidak mengikat. Sementara Jumhur ulama
berpendapat bahwa akad ijarah adalah akad yang
mengikat sebagaimana jual beli, akadnya tidak rusak
karena udzur dari pihak yang berakad atau karena adanya
cacat pada objek akad.?

6. Imbalan Sewa

Imbalan berupa“benda yang diketahui yang dibolehkan
memanfaatkannya. Sangat jelas bahwa imbalan ataurbayaran
dalam sewa menyewaini berupa uang, yang berarti dibolehkan
dalam hukufm Islamaimbalan dibayarkan secara kontan.?

C. Konsep Umum Tentang Ganti Rugi
1. Pengertian Ganti Rugi

Dalam hukum Islam ganti rugi berkaitan dengan
ta’widh dan daman yang secara umum merupakan pemberian
untuk mengganti atau menutup kerugian yang benar-benar

pid.,

2Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1997), 29.

ZMoh. Saifullah al-Aziz, Figih Islam Lengkap...., (Surabaya: Terbit
Terang, 2004), 384.
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merupakan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential
loss) karena adanya peluang yang hilang (oportunity loss).
Kata daman diartikan sebagai gati rugi seperti didefinisikan
dalam Majallah al-Ahkam al-Adliyyah sebagai “Penyerahan
suatu harta pada orang lan, apabila harta tersebut harta
almithli (serupa dapat diukur atau dapat dihitung dengan
tepat), maka harus diserahkan harta al-mithli pula, akan tetapi
harta tersebut harta giami (harta yang tidak dapat diukur
dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam
satuannya dalam masyarakat), maka harus dikembalikan pula
harta giami tersebut.”*

Para ulama kontemporer berbeda-beda dalam
mendefinisikan ta 'widh. Menurut Wabbah Al-Zuhaily ta 'widh
adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau
kekeliruan. Ta 'widh yang dimaksud untuk menutupi kerugian
yang dialami dapat berupa benda atau berupa uang tunai.®

Menurut Subekti dalam Hukum Perjanjian, ta’widh
menurut hukum positif ada tiga hal yaitu biaya, rugi, dan
bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos
yang nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi
adalah kerugian*karena 'kerusakan barang-barang milik
kredituryang diakibatkan oleh kelalaian pihak™ debitur.
Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan
yang sudah'di bayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jual beli
barang jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang
lebih tinggi dari harga pembeliannya.?®

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa objek
ganti rugi ada pada perjanjian, ganti rugi ditetapkan untuk
melindungi hak-hak individu yang bertujian untuk mengganti
dan menutupi kerugian.

185.

*Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 54.
\Wahbah al-Zuhaily, Nazariya Al-Daman (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 1999),

% R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermesa, 1990), 86.
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2. Dasar Hukum Ganti Rugi

Ulama bersepakat bahwa ganti rugi diperbolehkan, ulama
memperbolehkan ganti rugi berdasarkan legitimasi dari Al-
Qur’an dan hadis.

a.

Al-Qur’an
Firman Allah Swt dalam Surat Al-Ma’idah [5] : 1

z
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad
itu, dihalalkan' bagimu binatang ternak, kecuali yang
akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-
Ma’idah [5] : 1)

FirmansAllah Swit dalam Surat Al=Bagarah.[2] : 279-280
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“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan
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memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu
tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika
(orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih
baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Bagarah [2]
: 279-280)

b. Hadis
b alos e % J;a&}\@”\i;;um wa’f
g U A6 g aatadl A o Egial arzad 3 G
6 G 3Eg ol 26 <1ag e B e 10 &

“Dari Annas ra. ia berkata: salah seorang istri Nabi Saw
menghadiahkan kepada beliau makanan yang diletakkan
di suatu wadah. Kemudian Aisyah memukul wadah itu
dengan tangannya dan menumpahkan isinya. MakasNabi
Saw bersabda : makanan diganti dengan makanan, wadah

diganti dengan wadah. "

c."=Kaidah Figh

Pada. dasarnya, segalasbentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dall” yang mengharamkannya.
Dalam kaidah ini dijelaskan segala sesuatu itu semuanya
sebenarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya. Jadi dalam kaidah ini adanya ganti
rugi itu diperbolenkan selama yang dituntut dalam
kerugiannya masih dalam koridor riil atas beban-beban
kreditur dalam menangani masalah ini.?®

2"Hadis Riwayat At-Tirmidzi, Kitab Al-Ahkam (Beirut: Daar Al-Fikr, tt),
1874.

2Djajuli, Kaidah-Kaidah Figh: Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2011), 128.
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3. Syarat Sah Ganti Rugi

Syarat sahnya ta’widh adalah kerugian riil yang dapat
diperhitungkan dengan jelas. Kerugian yang dimaksud yaitu
biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak
seharusnya dikeluarkan. Jumlah atau besarnya ta 'widh sesuai
dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed
cost) dalam transaksi tersebut dsn bukan kerugian yang
diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya
peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-
adhai’ah).”®

Menurut Wahbah Al-Zuhaily, ketentuan ta 'widh secara
umum terbatas pada menutupi kerugian dalam bentuk benda
(dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding yang dirusak
menjadi utuh kembali seperti semula dimungkinkan seperti
mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh
kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib
menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan
uang. Hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang
belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immaterial;
maka menurut ketentuanshukum figih hal tersebut tidak dapat
diganti (diminta ta‘widh). Objek ta*widh adalah harta yang
adaw.dan konkrit serta berharga (diijinkan syariat untuk
memanfaatkannya).®

4. Pendapat Para Ulama Mengenai Ganti Rugi

a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili

Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian
yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.
Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat
berupa :

®Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di

Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 79.

% Wahbah Al-Zuhaily, Nazariya Al-Daman...., 195.



b.

C.

45

a. Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar,
bahaya), seperti memperbaiki dinding.

b. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh
kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti
mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh
kembali. Apabila hal tersebut dilakukan, maka wajib
menggantinya dengan benda yang sejenis atau
dengan uang.*

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan
terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa akan
datang atau kerugian immaterial, maka menurut
ketentuan hukum figih hal tersebut tidak dapat diganti
(dimintakan ganti rugi). Hal itu karena objek ganti
rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga
(diijinkan syariat untuk memanfaatkannya).

Pendapat Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’i

Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh
orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang
terjadi secarariil jakibat penundaan pembayaran dan
kerugian itu’ merupakan akibat logis dari keterlambatan
pembayaran tersebut.*

Pendapat.ulama yang membolehkan ta "widh

Kerugian- harus dihilangkan berdasakan kaidah
syariat dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika
diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu
yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan
manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan
penundaan hak sama dengan ghashab karena itu
seyogyanya status hukumnya pun sama, vyaitu bahwa
pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda
yang di ghashab selama masa ghashab, menurut mayoritas

* Ibid., 197.
®2Gufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo,

2002), 183.



46

ulama, disamping ia pun harus menanggung harga (nilai)
barang tersebut bila rusak.*

5. Fatwa DSN MUI No: 43 /DSN-MUI/VIII/2004 tentang
Ganti Rugi

Berdasarkan fatwa ketentuan ta’'widh terbagi menjadi dua
antara lain:

a. Ketentuan Umum

1)

2)

3)

4)

5)

Ganti rugi (ta 'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak
yag dengan sengaja atau karena kelalain melakukan
sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akan akan
meimbulkan kerugian pada pihal lain.

Kerugian yang dapat dikenakan ta 'widh sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat
diperhitungkan dengan jelas.

Kerugian riil sebagaimna dimaksud dalam ayat 2
adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka
penagihan hakyangsseharusnya dibayarkan.

Besar ganti“rugi-ta’widh adalah sesuai dengan/nilai
kerugian riil (real loss) yang pasti dalam (fixed cost)
diperkirakan -akan terjadi® (potential loss) karena
adanya peluang yang hilang (oppoutunity loss atau
alfurshah al-dha-i’ah)

Ganti rugi ta’widh hanya boleh dikenakan pada
transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang
(dain), seperti salam, istishna, serta murabahan dan
ijarah.

b. Ketentuan Khusus

1)

Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan
kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung
kesepakatan para pihak.

*Ibid., 184.
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2) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumlan dalam
akad.

3) Jadi dalam menentukan ganti rugi harus seimbang
sesuai dengan kerugian yang di derita.®

WY

**Fatwa DSN MUI Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi.
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